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Abstract

The rate of increase in population in Sidoarjo Regency continues to increase, and
Sidoarjo Regency has medium and large industrial areas spread across 18 sub-districts. Of
course, this will impact changes in land use in Sidoarjo Regency. In this way, the increasing
demand for land in Sidoarjo Regency is not only for meeting residential needs but also for
development in the industrial sector. The increase in demand for land will result in the
availability of land becoming scarce, land market prices becoming unstable, and various
problems arising. Seeing these problems, research was used to review whether the Land Bank
concept could be a solution. The method used in this research is descriptive quantitative. The
presence of the Land Bank is considered a way to make land management more productive.
The study regarding Banklank in Sidoarjo Regency needs to be reviewed again by the local
government so that land availability is balanced for the community. By implementing the Land
Bank concept in Sidoarjo Regency, inefficient land use can be minimized, and the amount of
land for the future can be maintained.
Keywords: Land Bank; Industry; Total Population

Abstrak

Laju peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang terus meningkat, serta
Kabupaten Sidoarjo memiliki kawasan industri sedang dan besar yang tersebar di 18
kecamatan. Tentunya akan berdampak pada perubahan penggunaan tanah di Kabupaten
Sidoarjo. Dengan begitu, peningkatan permintaan tanah di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya
untuk pemenuhan kebutuhan hunian saja, melainkan untuk pembangunan pada sektor industri.
Adanya peningkatan permintaan tanah, berdampak pada ketersediaan tanah menjadi langka,
harga pasar tanah tidak stabil, serta berbagai macam permasalahan akan timbul. Melihat
permasalahan tersebut, sehingga penelitian digunakan untuk meninjau apakah konsep Land
Bank dapat menjadi solusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif deskriptif.
Hadirnya Land Bank dianggap sebagai sebuah manajemen tanah agar lebih produktif.
Pengkajian mengenai Lank Bank yang di Kabupaten Sidoarjo perlu dikaji lagi oleh pemerintah
setempat, agar ketersediaan tanah memiliki keseimbangan untuk masyarakat. Dengan
menerapkan konsep Land Bank di Kabupaten Sidoarjo dapat meminimalisir penggunaan tanah
yang tidak efisien serta jumlah tanah untuk masa datang tetap terjaga.
Kata Kunci: Bank Tanah; Industri; Jumlah Penduduk

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tanah dalam melakukan kegiatan
pembangunan, baik guna kepentingan umum maupun kepentingan pihak swasta, sehingga akan
mempengaruhi regulasi pemerintah pada bidang pengadaan tanah (Lestari et al., 2021).
Penggunaan atas tanah ataupun penguasaan atas tanah dapat dimiliki oleh siapapun serta untuk
kepentingan apapun, namun dalam hal tersebut tentunya harus didasarkan pada pada hukum
pertanahan nasional yang sesuai dengan status hukum penguasaan dan penggunaan tanah
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(Sibuea, 2013). Tanah menjadi sebuah peranan penting bagi kehidupan manusia yang dimana
kebutuhan dasar dan utama serta menjadi sumber akan kehidupan bagi segala makhluk hidup
(Winati etal., 2022) (Sam et al., 2020). Dalam kelangsungan hidup manusia sumber daya tanah
yakni sebuah sumber daya alam yang memiliki peran penting serta segala kegiatan tidak akan
terlepas dari tanah baik aktivitas pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan-jalan
untuk transportasi, daerah rekreasi, ataupun daerah yang memiliki tujuan guna kepentingan
ilmiah atau sumber pendidikan (Nila Trisna, 2021). Penggunaan atas tanah tergantung dari
urgensinya sendiri-sendiri. Pada umumnya tanah paling banyak digunakan pada sektor
pertanian. Namun, jika dilihat pada daerah perkotaan tanah banyak digunakan untuk
pemukiman, industri, serta perdagangan (Resantie & Santoso, 2021). Tanah di Indonesia
terdapat 13% hingga 14% dari jumlah luas daratan Indonesia digunakan untuk pemukiman
serta 5% hingga 7% penggunaan tanah digunakan untuk pembangunan industri (Indonesia,
2020). Maka tak heran jika tanah yang berada di daerah perkotaan mempunyai nilai suatu
ekonomi bahkan nilai pasar yang berbeda-beda tergantung pada daerah kota tersebut. Dalam
aktivitas manusia pada wilayah perkotaan telah membentuk suatu penggunaan tanah, struktur
ruang, dan pola ruang yang dimana dengan adanya aktivitas tersebut akan merubah pola dan
struktur ruang (Pratama et al., 2023) (Prihatin, 2016).

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, mengenai cipta kerja yang di dalamnya
terdapat Pasal 125 tentang Bank Tanah, bahwa pemerintah pusat telah membentuk sebuah
badan bank tanah khusus guna mengelola tanah (Indonesia, 2020) (Zahra, 2017). Dengan
adanya badan bank tanah atau Land Banking tentunya dalam pelaksanaan perencanaan,
perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, serta pendistribusian tanah akan terkoordinir
dengan baik (Bukido et al., 2021) (Erdiana et al., 2021) (Permadi, 2023). Bank tanah
merupakan sebuah lembaga bergerak pada pengadaan tanah agar tanah mengalami
keseimbangan lingkungan hidup yang baik dan benar dengan umat manusia (Arrizal &
Wulandari, 2021) (Mochtar, 2013). Dengan adanya bank tanah akan membuat keseimbangan
atau pemerataan bagi manusia yang ingin mencari lahan untuk pemukiman dengan harga yang
wajar sehingga kesejahteraan ekonomi akan menjadi seimbang (Hadi Arnowo, 2022)
(Pravidjayanto et al., 2023). Lembaga Land Bank hadir dengan memiliki guna yakni sebagai
pengelolaan sumber daya tanah dengan bekerja sama oleh berbagai instansi seperti pemerintah
pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, pihak swasta, dan sebagainya (Afwan Anantya
Prianggoro, 2016) (Sanjaya & Djaja, 2021). Bentuk kerja sama yang dilakukan antara bank
tanah dengan berbagai instansi tersebut tentunya memiliki tujuan yang dimana untuk
memajukan atau meningkatkan pembangunan di Indonesia (Wardani, 2021) (Widodo &
Musthofa, 2022). Pengamatan mengenai bank tanah yang berada di Indonesia nyatanya masih
terbilang sedikit diperbincangkan oleh media cetak bahkan media elektronik (Amir et al.,
2014).

Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah daerah yang terus mengalami perkembangan dan
juga adanya peningkatan aktivitas manusia yang dapat dilihat dengan fisik wilayah yang terus
berubah. Perkembangan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo membuat adanya pergeseran
kegiatan perekonomian yang mulanya mengandalkan sumber daya alam berubah pada sektor
industri atau perdagangan. Sektor industri yang ada di Sidoarjo terbagi atas industri besar dan
sedang. Dengan adanya aktivitas tersebut akan terjadi pengalihan fungsi lahan untuk
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pembangunan industri, mengingat Kabupaten Sidoarjo mempunyai kekuatan yang cukup tinggi
pada lahan pertanian dan pertambakan serta Sidoarjo di kenal sebagai kota Delta. Sehingga,
apabila adanya pergeseran kegiatan aktivitas perekonomian, tentunya hal tersebut dapat
membuat perubahan struktur dan pola ruang. Dapat dilihat sekarang, Kabupaten Sidoarjo terus
mengalami peningkatan pada jumlah penduduk, baik dari angka jumlah kelahiran maupun
urban atau migrasi dari penduduk luar Kabupaten Sidoarjo. Tentunya dengan jumlah penduduk
yang meningkat, permintaan atas tanah untuk pemukiman akan terus bertambah. Tidak jarang
dengan meningkatnya permintaan tanah menyebabkan harga pasar tanah melonjak dan menjadi
permainan harga pada pihak-pihak swasta atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila
permintaan tanah yang ada di Sidoarjo berubah untuk pemukiman dan pembangunan sektor
industri tentunya jumlah ketersediaan atas tanah akan semakin berkurang dan langka serta
pembangunan keberlanjutan untuk Kabupaten Sidoarjo akan mengalami kesulitan.

Dengan menerapkan konsep bank tanah di Kabupaten Sidoarjo tentunya dapat
meminimalisir adanya harga tanah yang melambung tinggi akibat permintaan tanah yang
meningkat serta Land Bank juga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan untuk
masyarakat dikemudian hari. Selain itu, apabila menerapkan sistem Land Bank di Kabupaten
Sidoarjo dapat memberikan dampak bagi ketersediaanya lahan dalam pembangunan
berkelanjutan. Pembangunan keberlanjutan tersebut dapat berupa peningkatan infrastruktur
maupun perekonomian. Adapun adanya penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk
menganalisis perubahan pola penggunaan tanah yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan
menerapkan konsep bank tanah atau Land Banking sebagai upaya pembangunan keberlanjutan
akibat adanya peralihan penggunaan tanah.

PENELITIAN TERDAHULU

Bank tanah merupakan suatu lembaga yang dimana dalam melakukan kegiatan kerja sama
dengan lembaga lain perihal pengadaan tanah dengan tujuan untuk pembangunan nasional.
Dengan kata lain, mekanisme adanya bank tanah secara garis besar dilakukan oleh pemerintah
guna menunjang ketersediaan serta mensukseskan pembangunan pada tingkat produktivitas
yang baik, mengendalikan harga tanah, dan mengurangi permasalahan berupa lahan tanah
untuk masa depan kelak (Banking With The Poor Network, 2023) (Ardani, 2021). Menurut
Rusdianto yang dikutip oleh Maulana Rafi, memaparkan dalam pembentukan bank tanah
terdapat 4 landasan, yakni sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dengan usaha yang
dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakan tanah, dapat membenahi manajemen
penggunaan tanah dan pengadaan tanah, mengembangkan peran manfaat atas tanah tanpa
melupakan nilai sosial dari tanah, dan mengikut sertakan masyarakat sebagai pemilik dari tanah
(Maulana Rafi Danendra dan Dian Aries Mujiburohman, 2022).

Dalam konsep Land Bank pada intinya mempertemukan atau menghimpun tanah yang
berasal dari masyarakat terutama tanah yang mengalami keadaan terlantar serta tanah negara
yang belum digunakan sebelumnya (Candra, 2020). Selanjutnya, tanah tersebut di himpun,
dikembangkan, serta di distribusikan atau dibagikan kembali sesuai pada rancangan
penggunaan atas tanah (Celline Gabriella Tampi, 2021). Sehingga, bank tanah dianggap
sebagai sebuah manajemen sarana tanah guna lebih produktif dengan memanfaatkan dan
mendapatkan tanah meskipun kebutuhan belum ada, maka harga atas tanah akan murah. Tanah-
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tanah yang terlantar dan belum tergunakan pastinya memiliki potensi dalam sebuah
pengembangan (Zahra, 2017). Konsep atas adanya bank tanah dapat memberikan kemudahan
kepada pemerintah untuk membuat rencana program hunian yang ditujukan untuk rakyat yang
membutuhkan tempat berteduh yang aman dan nyaman, masyarakat juga akan merasa
terlindungi, serta dapat meningkatkan kulitas hidup masyarakat (Mochtar, 2013).

Menurut Flechner yang dikutip oleh Hairani Mochtar, bank tanah terbagi menjadi dua
kategori berdasarkan jenisnya yakni bank tanah publik dan bank tanah swasta. Bank tanah
publik yakni bank tanah yang dalam kegiatannya bekerja sama dengan lembaga-lembaga
publik. Bank tanah publik digerakkan oleh lembaga maupun badan hukum publik yang dimana
merupakan badan independen berada untuk melayani publik serta pemerintah bertanggung
jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Sedangkan, bank tanah swasta dalam pelaksanaanya
dilakukan oleh pihak atau badan swasta. Pemegang atas saham bank maupun dalam pendanaan
bank tanah sepenuhnya berada pada tangan badan swasta. Bank tanah swasta dapat dilakukan
oleh perorangan bahkan perusahaan swasta. Secara konseptual lembaga bank tanah swasta
masih belum banyak dikenal di Indonesia, namun dalam kehidupan nyata telah ada atau
berjalan baik dari perusahaan swasta lokal, nasional, dan internasional. Pada bank tanah swasta,
pemerintah tidak dapat ikut campur perihal pembelian tanah sehingga pihak swasta lah yang
akan bertanggung jawab penuh. Menurut Mochtar dan Erdina, para penyelenggara atau pelaku
pada bank tanah swasta umumnya memiliki tujuan yakni dalam keuntungan serta tersedianya
tanah berjangka panjang diharapkan mampu memiliki kenaikan pada nilai tanah tersebut
(Mochtar, 2013) (Erdiana et al., 2021).

Menurut Benhard Limbong dikutip oleh Hairani Mochtar, terdapat enam manfaat atas
adanya bank tanah. Pertama, bank tanah sebagai media untuk menghimpun (Land Keeper) aset
berupa tanah yang nantinya akan dijadikan obyek pada bank tanah. Selain itu, dalam
menghimpun tidak hanya berupa tanah saja melainkan mengumpulkan serta menyediakan surat
atau data daripada tanah tersebut. Kedua, bank tanah sebagai pengaman tanah (Land
Warrantee) yang dimana dalam merencanakan pembangunan harus disesuaikan dengan
rencana tata ruang serta telah disahkan atau ditetapkan. Ketiga, bank tanah sebagai pengendali
akan penguasaan tanah (Land Purchaser) sehingga dalam penguasaan akan tanah tetap pada
jalur yang aman dan baik serta tidak hanya pada komunitas masyarakat tertentu saja. Keempat,
sebagai pengelola tanah (Land Management) yaitu dalam mengelola tanah diharuskan untuk
terus menganalisis, menetapkan strategi, dan mengelola terkait pertahanan. Sehingga nantinya
dapat mengoptimalkan atas pemanfaatan tanah serta mampu berada pada arah pembangunan
penggunaan tanah yang bijak. Kelima, bank tanah sebagai penilai tanah (Land Appraisal) yaitu
menilai suatu sistem akan tanah sehingga nantinya dapat menentukan harga atas tanah untuk
berbagai keperluan. Keenam, bank tanah sebagai penyalur tanah (Land Distributor) yaitu
dalam pendistribusian tanah yang ada, bank tanah diharapkan dapat memberikan tanah yang
wajar serta adil dengan melihat dari kesatuan nilai akan tanah (Yahman, 2022). Maka, bank
tanah dapat memberikan perlindungan terhadap perencanaan, penyediaan, dan distribusi yang
telah ditetapkan dalam penggunaan serta diberikan kepada rakyat yang mendapatkan hak atas
tanah tersebut guna membangun tata ruang pada daerah yang baik dan adil (Mochtar, 2013).

Sebuah proses yang dapat berdampak pada pendapatan perkapita penduduk yang
meningkat dalam jangka panjang dengan melihat adanya pemerataan pendapatan, struktur
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perekonomian semakin baik, perubahan dalam teknologi, perubahan pola pikir masyarakat
maupun kelembagaan merupakan pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya ekonomi dapat memperlancar proses
pembangunan ekonomi (Nawal & Ahmad Yunani, 2023). Pada negara berkembang, tujuan
utama melakukan pembangunan ekonomi yakni lebih terfokuskan pada pertumbuhan ekonomi
serta pemerataan perekonomian diantara daerahnya (Amalia et al., 2022). Indikator yang
digunakan untuk mengukur kesuksesan pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) (Arsyad, 2015). Pada teori Arthus Lewis, proses
pembangunan ekonomi terjadi di daerah pedesaan serta daerah perkotaan (urban) dengan
terbagi menjadi dua konsentrasi yakni perekonomian tradisional dan perekonomian modern.
Perekonomian tradisional yang ada di daerah pedesaan didominasi pada sektor pertanian,
sedangkan pada perekonomian modern yang di daerah perkotaan lebih didominasi oleh sektor
industri (Lestari et al., 2021).

Pembangunan yang dilakukan oleh setiap negara selalu memiliki perubahaan ke arah yang
positif serta diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat (Widiansyah, 2017).
Pembangunan pada suatu negara yang dapat dikatakan berhasil apabila telah menjamin
terpenuhinya kebutuhan pokok rakyatnya, mulai dari sandang, pangan, serta papan.
Meningkatnya pendidikan, keterampilan, dan kecakapan juga dapat menjadi salah satu faktor
berhasilnya pembangunan (Sukarniati et al., 2021). Adapun manfaat dari dilakukannya
pembangunan ekonomi yakni hasil atau output akan bertambah, adanya kebebasan dalam
pemilihan pekerjaan, kemampuaan akan penggunaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan
dengan semaksimal mungkin, dan sebagainya (Djohar Siwu, 2017). Pembangunan ekonomi
sering terjadi maupun dilakukan di daerah perkotaan dengan memfokuskan pada sektor
industri. Ketika sektor industri banyak didirikan, tentunya berdampak pada meningkatnya
lapangan kerja bagi masyarakat dan tingkat pengangguran akan berkurang, meningkatnya
pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi yang signifikan pada negara, dengan
memiliki keberagaman sektor industri (diversifikasi ekonomi) dapat mengurangi
ketergantungan pada satu jenis industri sehingga ekonomi lebih stabil, tersediannya barang dan
jasa yang melimpah, dan meningkatnya infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, serta fasilitas
logistik (Lestari et al., 2021).

Segala aspek dalam penggunaan tanah dapat memberikan pandangan yang berbeda
tergantung pada sudut pandang. Tanah yang telah tersedia di permukaan bumi dapat digunakan
oleh siapa saja dan diperuntukkan kegunaannya bermacam-macam (Rauf A Hatu, 2018). Tanah
merupakan sebuah benda yang tidak bergerak, akan tetapi dalam kepemilikan dapat dipindah
tangankan (Prihatin, 2016). Sumber daya tanah dalam pemanfaatannya memiliki guna untuk
mewujudkan kebutuhan manusia dalam memenuhi hidupnya, serta kebutuhan manusia selalu
mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan adanya
perkembangan ekonomi. Dengan begitu, dalam kelangsungan hidup manusia tanah menjadi
suatu kebutuhan yang berharga. Semua bentuk campur tangan manusia terkait tanah guna
pemenuhan kebutuhan baik secara spiritual maupun materil tidak akan jauh dari penggunaan
tanah (Hidayat & Noor, 2020). Dalam menentukan pengalokasian penggunaan tanah perlu
adanya regulasi yang dimana nantinya dapat memberikan sebuah pandangan pada suatu daerah
apakah pengalokasian tanah berfungsi dengan semestinya atau tidak.
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Secara umum, terdapat tiga nilai dalam penggunaan tanah, yakni nilai guna ekonomis, nilai
guna sosial, dan nilai guna ekologis (Irza & Syabri, 2016). Penggunaan tanah yang ada di
perkotaan selalu berkaitan erat pada nilai guna ekonomis, karena pada daerah perkotaan
menjadi tempat perkembangan kegiatan perekonomian. Dengan adanya pembangunan yang
akan terus berkembang, tentunya berdampak pada perubahan pola fungsi tanah dan kegiatan
tersebut tidak dapat dihindari (Khairunnisa & Suherty, 2020). Peningkatan jumlah penduduk
dan kebutuhan hidup yang terus meningkat akan membawa arus pada tuntutan standar hidup
yang lebih baik (Solomon et al., 2006). Sehingga, hal tersebut akan membuat adanya perubahan
pola fungsi lahan secara fisik, seperti aktivitas penggunaan tanah pertanian berubah menjadi
penggunaan tanah non-pertanian (Ullah et al., 2022).

Menurut (Hidayat & Noor, 2020), adanya perubahan pola fungsi tanah pada dasarnya
berkaitan dengan konversi dan modifikasi. Perubahan jenis penggunaan tanah dari yang lama
ke penggunaan tanah baru disebut sebagai konversi. Sedangkan, pada modifikasi merupakan
adanya perubahan intensitas penggunaan atau karakter pada jenis penggunaan tanah
sebelumnya. Secara umum, terdapat beberapa perubahan pola fungsi tanah yang sering terjadi
yakni pada lahan pertanian, perkebunan, serta rawa-rawa (Hidayat & Noor, 2020). Aktivitas
perubahan pola fungsi tanah juga akan berdampak pada kondisi lingkungan dan manusia, yang
dimana dampak tersebut nantinya dapat dirasakan secara langsung maupun akan datang
(Mallick & Rudra, 2021). Dengan adanya aktivitas pembangunan yang terus dilakukan guna
taraf hidup masyarakat meningkat serta adanya peningkatan pembangunan nasional tentunya
memiliki dampak bagi lingkungan yakni tanah yang semakin langka, pencemaran, iklim mikro,
berkurangnya Kesehatan lingkungan, dan dapat membahayakan flora serta fauna (Sadler &
Pruett, 2017). Selain itu, terdapat dampak pada sosial ekonomi yang dirasakan oleh manusia
yaitu pemukiman yang terus bertambah pada permintaan, meningkatnya jumlah penduduk,
pola lapangan pekerjaan, dan perubahan pola penggunaan sumber daya alam (Hidayat & Noor,
2020).

METODE
Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan
metode pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif serta banyak menggunakan analisis secara
sistematis. Dalam penulisan jurnal ini dibuat berdasarkan asumsi pribadi dengan
mengandalkan cara berfikir Kkritis serta tidak berbasis riset.
Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan berupa data sekunder dalam penulisan jurnal ini. Data sekunder
merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung serta telah dipublikasikan. Data sekunder
pada penulisan jurnal ini bersifat kuantitatif dan diperolen melalui berbagai sumber seperti
jurnal ilmiah, essay, buku, serta literatur lainnya yang membahas mengenai Land Bank yang
telah dipublikasikan sebelumnya. Kemudian, memilih data-data yang relevan serta dirasa valid
dengan judul penelitian. Adapun dalam mencari literatur dari berbagai sumber tersebut dapat
diakses menggunakan google scholar, google book, dan lain sebagainya. Data sekunder yang
digunakan oleh penulis diperoleh dari website pemerintah Kabupaten Sidoarjo yakni Badan
Pusat Statistik Sidoarjo.
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Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan jurnal ini memiliki teknik pengumpulan data berupa observasi non
patisipan. Teknik observasi non pasrtisipan dilakukan dengan mengamati dan memahami serta
menganalisis berbagai dokumen yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dokumen tersebut
berisi data terkait dengan Land Bank yang telah disesuaikan dengan tema jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Sidoarjo Menurut 18 Kecamatan (Jiwa)
Pada Tahun 2018 Hingga 2020

Jumlah Penduduk Sidoarjo Menurut 18 Kecamatan
(Jiwa)
Kecamatan Jumiah
2018 2019 2020
Tarik 71308 72206 69189
Prambon 84095 85157 79952
Krembung 74706 75731 69887
Porong 85790 85700 73446
Jabon 60659 61092 56266
Tanggulangin 106003 106685 89804
Candi 165552 168779 153423
Tulangan 105450 107683 102339
Wonoayu 89209 90794 85586
Sukodono 130056 132644 121859
Sidoarjo 225761 228713 201115
Buduran 106240 108457 98710
Sedati 109831 111788 96636
Waru 239348 240674 200754
Gedangan 133522 134787 120003
Taman 233347 235238 207815
Krian 137818 140183 130930
Balongbendo 79374 80222 76050
Total 2238069 2266533 2033764

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Pada tabel 1 dapat dilihat, bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo dari tahun
2018 ke tahun 2019 terus mengalami peningkatan yang dimana dengan adanya gejolak
pertambahan penduduk yang terus meningkat akan membuat pola fungsi tanah berubah. Pada
tahun 2018, total penduduk Kabupaten Sidoarjo sebanyak 2238069 jiwa dan pada tahun 2019
mengalami peningkatan dengan total 2266533 jiwa, namun pada tahun 2020 jumlah penduduk
Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan sehingga menjadi 2033764 jiwa, penurunan
tersebut disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan berbagai negara.
Dengan melihat pada jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2019 yang semakin
terus bertambah, tentunya berdampak dengan perubahan pola fungsi tanah di Kabupaten
Sidoarjo. Jumlah penduduk yang mengalami peningkatan secara terus-menerus akan
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mengubah pola fungsi tanah yang awalnya memiliki potensi dalam sumber daya alam seperti
lahan pertanian berubah menjadi lahan pemukiman (Pratama et al., 2023) (Sam et al., 2020).
Hal tersebut, menjadi aktivitas yang biasa terjadi di semua perkotaan termasuk pada Kabupaten
Sidoarjo. Permintaan tanah menjadi lahan hunian akan sebanding dengan peningkatan jumlah

penduduk di Kabupaten Sidoarjo.
Tabel 2. Data Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan
Pada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan
Pada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Status Kepemilikan Rumah Persentase (%0)
Milik Sendiri 80,75
Kontrak/Sewa 11,58

Bebas Sewa 7,13
Dinas 0,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa, penduduk Kabupaten Sidoarjo cenderung memilih untuk
memiliki status bangunan atau tempat tinggal sendiri yang dimana sebanyak 80,75% lebih
nyaman jika mempunyai bangunan atau lahan secara pribadi. Namun, tidak menutup
kemungkinan bahwa status kepemilikan bangunan atau tanah pribadi menjadi pilihan yang
tepat. Ternyata penduduk di Kabupaten Sidoarjo ada yang lebih memilih untuk mengkontrak
atau menyewa tanah maupun bangunan dengan sebesar 11,58% guna menjadi hunian. Bagi
tanah bebas sewa terdapat 7,13% yang dimana bebas sewa ini merupakan keluarga atau
penduduk yang masih dalam satu keluarga terdapat beberapa kepala keluarga pada satu
bangunan. Dan bangunan atau tanah yang dipergunakan untuk dinas di Kabupaten Sidoarjo
sebesar 0,54% yang dimana dalam penggunaannya berkaitan dengan pemerintahan. Dengan
begitu, apabila banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang terus bertambah
setiap tahun, tentunya permintaan status kepemilikan tanah atau bangunan yang diperuntukkan
untuk tempat tinggal akan menggeser fungsi tanah yang lain (Pratama et al., 2023).

Tabel 3. Data Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Kecamatan Industri Sedang Industri Besar
Tarik 3 1
Prambon 10 0
Krembung 16 1
Porong 7 0
Jabon 14 0
Tanggulangin 19 10
Candi 31 13
Tulangan 13 1
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Wonoayu 20 14
Sukodono 21 5
Sidoarjo 58 12
Buduran 52 28
Sedati 8 11
Waru 145 55
Gedangan 107 38
Taman 102 42
Krian 36 24
Balongbendo 25 15
Total 687 270

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Selain itu, perubahan pola fungsi tanah di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mengalami
peningkatan pada permintaan lahan hunian saja. Dengan adanya pembangunan atau perbaikan
perekonomian di Indonesia guna mensejahterakan rakyat, maka akan bersinggungan dengan
berdirinya berbagai industri besar maupun sedang di perkotaan. Perkotaan menjadi sasaran atas
berdirinya berbagai perusahaan industri besar dan sedang, karena adanya berbagai macam
penunjang yang layak seperti aksesbilitas dan infrastruktur memadai, pangsa pasar lebih luas,
tenaga kerja berkualitas, keberagaman industri dan kemitraan yang beragam, akses sumber
daya pasokan stabil, dan layanan pendukung dalam berbisnis lebih luas (Dewi Abisiswondo et
al., 2014) (Defrizan et al., 2022). Pada tabel 3 terdapat jumlah perusahaan industri besar dan
sedang di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 yang terbagi di antara 18 kecamatan. Kecamatan
Waru menjadi wilayah yang paling banyak perusahaan industri besar yakni 55 dan terdapat
145 perusahaan industri sedang. Pada Kecamatan Sedati, Waru, Gedangan, dan Taman menjadi
wilayah sentra industri yang dimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghasilkan
produk industri dengan jumlah yang besar. Berbeda dengan Kecamatan Tanggulangin, Candi,
Jabon, dan Porong lebih banyak aktivitas pada sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM).

Tabel 4. Data Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 Berupa Jenis Industri Besar dan Sedang

Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang
Menurut Lapangan Usaha 2020
Jenis Industri Besar dan Sedang Jumlah Persentase
(%)
Makanan dan Minuman 221 22.99
Pengolahan Tembakau 16 1.66
Tekstil dan Pakaian Jadi 39 4.06
Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki 72 7.49
Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak
Termasuk Furniture), dan Barang Anyaman 20 2.08
dari Bambu, Rotan, serta Sejenisnya
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Kertas dan Barang dari Kertas 42 4.37
Perscetakan dan Reproduksi Media Rekaman 34 3.54
Produk dari Batubara dan Penggilingan
. : 4 0.42
Minyak Bumi
Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia 61 6.35
Farmasi, Produk O_bgt Kimia, dan Obat 12 125
Tradisional
Karet, Barang dari Karet, dan Plastik 127 13.22
Barang Galian Bukan Logam 32 3.33
Logam Dasar 17 1.77
Barang Logam, Bukan Mesin, dan 83 8.64
Peralatannya
Komputer, Barang Elektronik, dan Optik 10 1.04
Peralatan Listrik 26 2.71
Mesin dan Perlengkapan 39 4.06
Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer 22 2.29
Alat Angkutan Lainnya 13 1.35
Furniture 47 4.89
Pengolahan Lainnya 22 2.29
Reparasi serta Pemasangan Mesin dan
2 0.21
Peralatan

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Pada tabel 4 terdapat kategori jenis industri besar dan sedang, yang menjadi roda
penggerak perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Pada produk makanan dan minuman dengan
sebanyak 221 usaha, memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian Kabupaten
Sidoarjo sebesar 36,12 triliyun rupiah di tahun 2020. Kinerja dari jenis industri makanan dan
minuman dapat dikatakan stabil dibandingkan dengan jenis industri lainnya serta penyerapan
tenaga kerja mencapai 36 ribu jiwa (Sidoarjo, n.d.). Selain itu, di Kabupaten Sidoarjo terdapat
jenis industri reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan yang masih jarang ditemukan.
Analisis industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat dijadikan bentuk tawaran produk
maupun jasa (Rahmatullah, 2021). Dengan begitu, beragamnya jenis industri sedang dan besar
di Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi daya tarik yang semakin besar akan berdirinya perusahan
industri baru dan juga dapat menarik masyarakat di luar Kabupaten Sidoarjo untuk mencari
pekerjaan. Hal tersebut, akan semakin meningkatkan permintaan tanah untuk kebutuhan hunian
dan industri.

Perubahan pola fungsi tanah di Kabupaten Sidoarjo disebabkan karena adanya
pembangunan yang dimana bertujuan guna memperbaiki atau mendorong laju pertumbuhan
ekonomi. Namun, dengan adanya pembangunan tersebut memiliki dampak pada penggunaan
lahan. Setiap tahun jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan
yang disebabkan adanya tingkat kelahiran yang tinggi maupun masyarakat yang melakukan
urban ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan. Dengan begitu, tentunya permintaan akan
lahan hunian semakin meningkat serta banyak dari masyarakat lebih memilih untuk memiliki
lahan hunian sendiri daripada menyewa. Selain itu, perubahan pola fungsi tanah di Kabupaten
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Sidoarjo disebabkan karena adanya perusahaan industri yang berdiri diantara 18 kecamatan
Sidoarjo dan terbagi ke dalam industri sedang serta besar. Terdapat 687 industri sedang dan
270 industri besar yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan diperkuat beragamnya jenis industri
sedang maupun besar yang dihasilkan, serta tidak menutup kemungkinan pada tahun
berikutnya akan terus mengalami pertambahan jumlah industri sedang maupun besar (Resantie
& Santoso, 2021).

Dampak dengan adanya perusahaan industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo tentunya
membuat pertumbuhan perekonomian daerah semakin tumbuh dan berkembang. Namun disisi
lain, hal tersebut akan membawa dampak negatif pada ketersediaan tanah di Kabupaten
Sidoarjo. Banyaknya permintaan akan lahan hunian serta lahan industri tentunya membuat
ketersediaan tanah semakin berkurang atau bahkan bisa dijadikan sebagai bisnis yang bersaing
(Mochtar, 2013). Pembagian penggunaan lahan harus sesuai dengan kebutuhan setiap daerah.
Ketika semakin meningkatnya permintaan tanah, hal tersebut akan mengikuti pada
meningkatnya harga jual tanah. Dengan begitu, tanah menjadi barang penting yang dibutuhkan
oleh masyarakat (Winati et al., 2022) (Sam et al., 2020). Pembangunan yang berhasil disuatu
daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek lainnya juga perlu
diperhatikan seperti pembangunan fasilitas infrastruktur. Meningkatnya fasilitas infrastruktur
menjadi peran penting dalam memicu pertumbuhan perekonomian daerah (Rapanna, 2017).
Pergeseran perubahan pola fungsi lahan di Kabupaten Sidoarjo juga harus memperhatikan
pembangunan keberlanjutan untuk daerah. Meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk akan
membuat Kabupaten Sidoarjo semakin padat akan kendaraan pribadi dan membuat padatnya
pada lalu lintas jalan raya.

Menurut Hairani Mochtar dalam penelitiannya, penerapan konsep Land Bank di
Indonesia nyatanya masih jarang digunakan karena penggunaan Land Bank hanya dapat
dilakukan oleh pemerintahan (Mochtar, 2013). Sehingga pengkajian terhadap konsep Land
Bank perlu dilakukan oleh pemerintah yang berwenang. Land Bank merupakan sebuah sistem
yang dimana dapat menunjang ketersediaan tanah serta mensukseskan pembangunan pada
tingkat produktivitas yang baik, mengendalikan harga tanah, dan mengurangi permasalahan
berupa lahan tanah untuk masa depan kelak (Mochtar, 2013) (Bukido et al., 2021). Dengan
begitu, melihat berbagai macam permasalahan yang akan timbul di Kabupaten Sidoarjo pada
masa depan terutama terkait tanah. Perlu adanya kajian yang memperhitungkan atau
mengusungkan sistem Land Bank di Kabupaten Sidoarjo guna pembangunan daerah
keberlanjutan. Hadirnya Land Bank dapat memberikan berbagai rencana yang akan dilakukan
untuk masa depan daerah. Dalam penelitian Widyarini, hal tersebut sejalan dengan
penelitiannya yang mengatakan jika pengkajian mengenai Land Bank dilakukan dengan serius
olen pemerintah dapat membawa kesejahteraan pada suatu daerah, terutama dalam
perencanaan pembangunan untuk masa depan (Wardani, 2021). Peningkatan fasilitas
infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo membutuhkan adanya pelebaran jalan, sehingga
pemerintah setempat perlu meninjau tanah yang ada di Kabupaten Sidoarjo serta menghimpun
atau menyimpan tanah tersebut. Land Bank memiliki keterkaitan dengan belanja asset daerah
yang melibatkan anggaran daerah untuk membeli tanah guna pelebaran jalan maupun
memperbaiki jalan (Mochtar, 2013).
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Penerapan Land Bank di Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi krusial apabila pergeseran
perubahan pola fungsi tanah semakin berubah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rohani
Budi juga mengatakan bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia terus mengalami perubahan
fungsi tanah, dengan adanya ketegasan dari pemerintah maka penggunaan tanah dapat
dimanfaatkan dengan seefiesien mungkin dan harus disesuaikan pada rencana tata ruang
(Prihatin, 2016). Sehingga pengelolaan lahan serta tata ruang perlu dilakukan oleh pemerintah
atau lembaga terkait. Perubahan pola fungsi tanah dapat dikendalikan dengan cara pemerintah
harus memastikan bahwa lahan tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang ataupun
keperluan publik, pengendalian spekulasi harga tanah yang sesuai, dan sebagainya. Hal
tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidri, bahwa penggunaan tanah dapat
meningkatkan perekonomian, namun dengan menggunakan tanah secara berlebihan dapat
meningkatkan spekulasi harga tanah di suatu wilayah (Puspita et al., 2021). Implementasi Land
Bank membutuhkan perencanaan yang matang, pengelolaan lahan yang efisien, dan kekuatan
hukum agar Land Bank menjadi alat yang berhasil dalam mengatasi tantangan perubahan pola
fungsi tanah di Kabupaten Sidoarjo.

PENUTUP

Perubahan pola penggunaan tanah yang ada di Kabupaten Sidoarjo disebabkan
meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun baik dari angka kelahiran, urbanisasi, maupun
migrasi. Sehingga dengan adanya peningkatan jumlah penduduk membuat permintaan tanah
sebagai hunian mengalami kenaikan. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan
yang dimana setiap kecamatan tersebut tersebar beberapa perusahaan industri sedang dan besar
serta memiliki berbagai macam komoditas yang ditawarkan. Dengan begitu, dampak dari
adanya pembangunan perusahaan industri sedang dan besar di Kabupaten Sidoarjo akan
menarik perhatian pada calon industri baru untuk mendirikan perusahaan. Pembangunan
perusahaan industri sedang dan besar di kemudian tahun juga membutuhkan tanah. Maka dari
itu, tanah yang ada di Kabupaten Sidoarjo akan mengalami pergeseran yang diakibatkan
meningkatnya permintaan tanah guna hunian serta pembangunan industri. Dinamika
permintaan tanah yang meningkat membuat tanah semakin langka, harga pasar tanah tidak
stabil dan memicu adanya oknum nakal dalam pertanahan, kelola tata ruang penggunaan tanah
yang tidak efisien, serta berbagai macam konflik terkait penggunaan tanah akan bermunculan.

Pengusungan sistem Land Bank dapat menjadi alat pengendali pertanahan guna
pembangunan keberlanjutan. Kelola tata ruang akan semakin membaik apabila pemerintah
memperhatikan penggunaan tanah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hadirnya Land Bank
menjadi sebuah perencanaan pembangunan keberlanjutan agar Kabupaten Sidoarjo terus
mengalami peningkatan perekonomian dari segala aspek. Sehingga, dengan adanya Land Bank
dapat menjadi sebuah terobosan dalam menjaga efektivitas dari penggunaan tanah yang terus
meningkat. Bank tanah yang dibentuk oleh pemerintah pusat diharapkan pada jangka pendek
maupun jangka panjang dapat mendorong perekonomian pada kabupaten atau Kkota,
memberikan partisipasi terkait nilai jual tanah pada masa mendatang, menjaga stabilitas harga
pasar tanah, serta menjamin ketersediaan tanah. Selain itu, dengan adanya bank tanah dapat
meminimalisir penggunaan tanah yang tidak efisien serta jumlah tanah untuk masa yang akan
datang tetap terjaga.
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